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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA UTARA

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pengarusutamaan Gender di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara
dimana dalam proses Implemetasi Belum Optimal. Hal ini dapat dilihat dari
beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya adalah, Masih adanya masyarakat
yang tabu akan apa itu gender, masih banyaknya instansi yang belum menerapkan
fasilitas yang ramah akan gender, dan masih kurang ramahnya pegawai sehingga
para LSM masih sulit untuk berintraksi dengan para pegawai, dan kalaupun bisa
sering terjadi proses yang di perlama, seperti berbelit-belit. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis bagaimana Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Van Meter dan Van Horn
kemudian Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Infroman yang digunakan yaitu Informan Kunci, Informan
Utama, informan pendukung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan Teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data di
lakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarik
kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi
Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak provinsi Sumatera Utara dalam proses membuat kebijakan dan tujuan
kebijakan sudah cukup baik, bisa dilihat dari karakteristik badan pelaksana dalam
melaksanakan kegiatan, seperti melakukan sosialisasi, mengikuti diskusi publik
antar organisasi kemudian dari segi sosial dan politik, membuat kelas mandiri, kelas
Pendidikan politik, dari segi ekonomi membuat diskusi eknomi kreatif, akses modal
ini sudah menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada dinas tersebut
sudah cukup baik meski pencapainnya belum maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, pengarusutamaan, gender
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GENDER MAINSTREAMING IN THE
DEPARTMENT OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD
PROTECTION OF NORTH SUMATRA PROVINCE

This research is motivated by Gender Mainstreaming at the Office of Women's
Empowerment and Child Protection, North Sumatra Province, which is not yet
optimal in the implementation process. This can be seen from several problems that
occur including, There are still people who are taboo about what gender is, there
are still many agencies that have not implemented gender-friendly facilities, and
the employees are still not friendly so that NGOs are still difficult to interact with
employees, and even if it can, the process often takes a long time, like convoluted.
This study aims to analyze how the Implementation of Gender Mainstreaming in
the Office of Women's Empowerment and Child Protection in North Sumatra
Province. The theory used in this study is the theory of Van Meter and Van Horn
then the method used in this study is qualitative with a descriptive approach. The
informants used are Key Informants, Main Informants, and Supporting Informants.
Data collection techniques in this study used the technique of observation,
interviews, documentation. Data analysis techniques are carried out by collecting
data, reducing data, presenting data, drawing conclusions. The results of this study
indicate that the Implementation of Gender Mainstreaming in the Office of Women's
Empowerment and Child Protection in the province of North Sumatra in the process
of making policies and policy objectives is quite good, it can be seen from the
characteristics of the implementing agency in carrying out activities, such as
conducting socialization, participating in public discussions between organizations
then from a social and political perspective, making independent classes, political
education classes, from an economic perspective making creative economic
discussions, this access to capital has shown that the activities carried out at the
service are good enough even though the achievements have not been maximized.

Keywords: Implementation, mainstreaming, gender
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah pembangunan sumber
daya manusia yang meliputi Pengarusutamaan Gender (PUG ). Pengarusutamaan
gender terkait prosesnya untuk menjamin perempuan, laki-laki ataupun anak-anak
mempunyai akses dan control terhadap sumber daya serta memperoleh manfaat
pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses

pembangunan dan seluruh proyek, program serta kebijakan publik.

Tujuan ditetapkannya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender adalah supaya terselenggaranya perencanaan,
penyusunan, pelasaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Hal ini ditetapkan karena memang kaum perempuan
cenderung memiliki kesempatan yang terbatas untuk membekali dirinya dengan
sumber daya yang ada, yang akhirnya berujung pada kurangnya keterlibatan mereka
pada masalah kebijakan sehingga melalui pemerintah pusat hingga pemerintah
daerah bisa dengan giat memberikan sosialisasi ke intasi perkantoran tau bahkan ke
perguruan tinggi dan kedunia perpolitikan, sehingga instruksi presiden tersebut

dapat di implementasikan.
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Di Indonesia, masalah gender sudah sejak lama mendapat perhatian.
Dimulai dari perjuangan Raden Ajeng Kartini pada masa sebelum Indonesia
merdeka, dimana kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk menikmati
pendidikan sekolah. Selain disebabkan oleh jumlah institusi pendidikan yang masih
sangat terbatas, kondisi tersebut juga dipicu oleh budaya saat itu, yang mengabaikan
pentingnya bekal pendidikan bagi perempuan. Wafatnya pejuang hak kaum
perempuan tersebut pun turut membuat pembicaraan ini kian lama semakin surut.
Keadaan tersebut kemudian sedikit berubah ketika untuk pertama kalinya Kongres
Perempuan diadakan pada tahun 1928. Perjuangan atas hak-hak kaum perempuan

kembali dibicarakan.

Maka dari itu dalam rangka percepatan pelaksanaan pengaruutamaan gender
dengan baik dari pusat maupun di daerah pemerintahan telah mengeluarkan Surat
Edaran Bersama antara empat Menteri yaitu Menteri perencanaan pembangunan
nasional/Bappenas, Menteri dalam negeri dan Menteri pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak tentang strategi nasional percepatan pengarusutamaan
gender melalui perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG).
Peraturan tersebut menjadi dasar dalam Menyusun perencanaan dan penganggaran
yang responsife gender dan merupakan strategi percepatan pelaksanaan PUG baik

pusat maupun di daerah.

Dalam pencapaian tujuan Sustainable Development Goals ( SDGs)
Kemneterian PPN/ Bappenas memiliki sasaran dan tujuan dalam pembangunan
nasional salah satunya yaitu persamaan gender merupakan kesetaraan dan keadilan

yang membentuk pengarusutamaan gender. Tujuan utama pengarusutamaan gender
2
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adalah mengagendakan secara eksplisit hal-hal yang menjadi masalah bagi laki-laki
dan perempuan saat penyususan agenda dan intervensi pembangunan. Dalam usaha
menyelesaikan target SDGs di Indonesia dengan mendorong kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan bahwa di Indonesia sendiri tidak hanya laki-laki yang
bisa menyongsong Pendidikan, bahkan di semua umur dan di semua jenjang
Pendidikan dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak sehingga
upaya pemerintah yang telah dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan dan
perlindungan anak. Permasalahan lainnya adalah diskriminatif terhadap perempuan

dan kepedulian pemerintah terhadap anak belum efektif.

Hal yang masih sering sekali terjadi di Negera Indonesia ini, walaupun
demikian perlahan mengalami kemajuan terhadap kesetaran Gender dalam dekade
terakhir ini. Tak ada satu kawasan pun di negara-negara berkembang berlaku
kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi.
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk tertinggi
di dunia. Yang mana jumlah penduduk indonesia tahun 2021 ini sebanyak
271.349.889 jiwa. Dari tingginya populasi penduduk ini, pasti akan ada
permasalahan-permasalahan yang terjadi. Salah satunya masalah mengenai gender.
Ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di Indonesia juga tidak hanya terjadi
dalam dunia kerja. Bahkan dalam kehidupan atau lingkungan sehari-harinya, wanita

juga kerap mengalami hal tersebut.

Pada 2017, kesetaraan gender adalah salah satu tujuan pembangunan
berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketidaksetaraan gender diukur

setiap tahun oleh Laporan Pembangunan Manusia Program Pembangunan PBB. Di
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sana dikatakan kesetaraan gender dicapai melalui "perlakuan yang adil bagi
perempuan dan laki-laki, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing”.
Hampir di semua negara seluruh dunia, perempuan masih menghadapi halangan
dalam prosesnya untuk masuk ke dunia pasar tenaga kerja. Contohnya, kebanyakan
wanita di seluruh dunia masih dilarang secara hukum untuk bekerja dalam sektor

pekerjaan tertentu.

Di sejumlah negara, pria dapat secara hukum melarang istrinya untuk turut
serta bekerja Bahkan jika perempuan diizinkan untuk bekerja, ketidaksetaraan akan
upah berdasarkan gender masih sering terjadi, yang mengakibatkan perempuan
tidak akan bisa mendapatkan penghasilan atau gajinya seperti gaji yang didapatkan
oleh pria. Dengan adanya halangan ini yang dapat menjadi potensi negara untuk
kehilangan pendapatan negaranya secara maksimal. Kesetaraan gender
berhubungan dengan penyelenggaraan Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Dengan melakukan realisasi kesetaraan gender, tidak hanya berguna untuk
segi moralitas perempuan, tetapi juga berguna untuk segi ekonomi. Hal ini
dikarenakan dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menempuh
pendidikan tinggi dan bekerja sesuai dengan yang diinginkan tanpa adanya
halangan, tentunya dapat meningkatkan tingkat produktivitas negara, dan dapat
berpengaruh kepada jumlah pendapatan negara. Bank Dunia memperkirakan bahwa
ketidaksetaraan gender dapat menjadi penyebab penurunan pendapatan rata-rata
15% di negara-negara anggota OECD, dan 40% diantaranya dikarenakan oleh gap

kewirausahaan. Meskipun perempuan dan anak perempuan menjadi pemikul
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langsung beban terberat dari ketidaksetaraan ini, beban itu akan diderita juga oleh

masyarakat, dan pada akhirnya akan merugikan setiap orang (Bank Dunia, 2001:1).

Kesetaraan gender juga merupakan hal yang sangat penting, khususnya
disumatera utara, penulis mengamati bahwa di instansi perguruan tinggi maupun
intansi dunia pekerjaan, dalam hal kebutuhan khusus baik itu laki-laki, perempuan,
anak, disabilitas, bahkan orang tua, itu belum terpenuhi, contohnya adalah didalam
dunia perkuliahan di sumatera utara, bagi seorang penyandang disabilitas, yang sulit
berjalan, masih sedikit yang menerapkan pelayanan bagi mereka, seperti lift atau
jalan khusus bagi mereka, ataupun halnya dosen yang sudah rentan usianya
sehingga harus naik turun tangga dikarenakan tidak adanya lift, kemudian toilet
yang tidak terpisah bagi perempuan dan laki-laki, ini merupakan salah satu contoh
yang terjadi di sumatera utara, sehingga apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak sudah melakukan program sosialisasi sampai dengan hal-

hal terkecil seperti itu.

Kemudian belum sampainya 30 % keterwakilan perempuan di parlemen
padahal sudah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik mengharuskan penyertaan keterwakilan perempuan minimal 30%
dalam politik terutama di lembaga perwakilan rakyat, Di Sumatera Utara, jumlah
anggota DPRD dari kalangan perempuan masih sangat sedikit dibandingkan laki-
laki. Untuk anggota DPRD Provinsi, persentase anggota perempuan hanya sebesar
13,00 persen. Itu artinya hanya ada suara perempuan sebanyak 13 orang yang
mewakili di kursi DPRD tingkat provinsi dari 100 orang anggota DPRD tingkat

Provinsi Sumatera Utara. Sisanya sebanyak 87 orang (87%) didominasi oleh
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anggota laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa komposisi perempuan di
lembaga legislatif masih sangat kecil dibandingkan dengan kaum lakilaki.
Keterwakilan perempuan yang sangat kecil tersebut mengakibatkan sulitnya
mengarahkan kebijakan yang disusun untuk dapat responsif gender ( BPS Sumatera

Utara Tahun 2021) .

Berdasarkan dari Pra- penelitian mengenai gender di sumatera utara sering
sekali masyarakat berasumsi bahwa gender itu hanya mengenai perempuan tetapi
yang perlu kita ketahui bahwa laki-laki, orang tua, bahkan penyandang disabilitas
dan anak-anak juga merupakan peran dari gender tersebut. Di sumatera utara ini
masih banyak asumsi masyarakat tentang gender tersebut mengenai perempuan,
dikarenakan lebih mendominasi di perempuan Masalah Gender tersebut, seperti
kedudukannya di nomor duakan atau bahkan disampingkan, kemudian seperti
dalam hal kebutuhan perempuan dalam melaksanakan perkuliahan, yaitu bangku
perkuliahannya yang tidak tertutup, sehingga adanya ketidaknyamanan untuk
perempuan yang pakai rok, pakai celana ketat ataupun kendala lainnya, ini
merupakan sample kecil yang ada di lingkungan terdekat. Sehingga masalah gender
bukan lagi masalah yang baru, tetapi sudah menjadi masalah yang mendunia.
Sehinnga Timbullah Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari
sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban
dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat
antara laki-laki dan perempuan. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta
suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi,

seimbang dan harmonis.
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Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur
sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem
tersebut. Misalnya : Berdasarkan data yang ada pada Aplikasi Simfoni
Perlindungan Perempuan dan Anak ( Simfoni PPA ) Tahun 2019 pada kondisi
Februari 2020, dimana jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut
Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Utara adalah pada usia 18 s/d 25 tahun
sebanyak 76 orang, sedangkan pada usia 25 tahun ke atas sebanyak 184 orang,
sedangkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data
Simfoni-PPA kondisi Februari 2020 sebanyak 260 orang, jumlah korban kekerasan
terhadap perempuan menurut status pekerjaan yaitu berstatus Ibu rumah tangga
sebanyak 126 orang, jumlah korban kekerasan perempuan berdasarkan status
perkawinan sebanyak 188 orang serta jenis kekerasan yang paling banyak dialami
oleh perempuan adalah kekerasan fisik sebanyak : 149 orang, kekerasan psikis
sebanyak 81 orang, seksual sebanyak 41 orang sedangkan penelantaran sebanyak
53 orang, sehingga demikian data di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan yang
tidak produktif rentan mengalami kekerasan . Keadilan gender akan dapat terjadi
jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki

setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Adapun Permasalahan yang Penulis dapati saat Penelitian di Dinas
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah belum optimalnya
penguatan mengenai pengarusutaaman gender sehingga masih dibutuhkannya
penguatan Kembali baik itu pada tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
maupun tingkat Kab/Kota, agar setiap kegiatan pada organisasi dapat di realisasikan

dan dapat memilki dampak yang baik kepada masyarakat. Sehingga bagaimana
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Impelemntasi PUG tersebut di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ini dapat direalisasikan dengan baik sehingga memilki dampak dan tingkatan
dari tahun-tahun yang lalu sehingga mendukung keadilan dan kesetaraan gender

pada perempuan dan pemenuhan anak.

Bedasarkan paparan yang telah diuraikan diatas telah menjadi perhatian
penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Implementasi
Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara ”. Penelitian ini akan menjabarkan
pengimplementasikan pengarusutamaan gender di Dinas pemberdayaan perempuan

provsu melalui variabel-variabel yang akan dikemukakan nantinya.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan demikian, rumusan masalah yang ingin dikembangkan oleh penulis
adalah sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi Pengarusutamaan Gender
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi

Sumatera Utara ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah untuk
menganalisis Impelementasi pengarusutamaan gender oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak di provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan-
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kegiatan yang telah dilaksanakan serta hasilnya, dan mencari tahu apa yang menjadi

hambatan yang mempengaruhi kinerja tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini pun diharapkan
bermanfaat bagi banyak pihak. Hasil dari penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai

berikut.

A. Manfaat Teoritis, sebagai bahan referensi tentang Implementasi
Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

B. Manfaat Akademis, sebagai masukan ke fakultas dan sebagai referensi bagi
mahasiswa/l yang akan mengkaji hal yang sama untuk kedepannya.

C. Manfaat Praktis, sebagai masukan dan sumbangan pikiran bagi Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara
tentang Impelentasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Ada pun menururt Chandler dan Plano (1988) Kebijakan publik ialah
pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk
memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan
bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara
terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung
dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam
pembangunan secara luas. Secara teknologi pegertian kebijakan publik (public

policy), itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan 2003:2) kebijakan publik adalah
pengembangan dari kibijakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan

aparaturnya, dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa:

a. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan
tindakan yang berorientasi pada tujuan.

b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-
pejabat pemerintah.

c. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi
bukan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk

melakukan sesuatu.
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d. Kebijakan pemerintah ini dilandaskan pada perundang-undang dan bersifat

memaksa.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik tersebut, dengan mengikuti
paham bahwa kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan
dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan

tertentu demi kepentingan seluruh rakyat.

2.1.2 Tahapan — tahapan Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2008: 32) Proses pembuatan kebijakan public merupakan
proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang
harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk
mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke

dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat
menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalahmasalah
ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda
kebijakan.

b. Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan
kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.Masalahmasalah tadi
didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang
ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari

alternatif kebijakan-kebijakan tersebut.

11
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)19/9/22



Sekar Sion Napitupulu - Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan....

d. Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan
menjadi catatan-catatan, jika program tersebut tidak di implementasikan.

e. Tahap evaluasi kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan
akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang

dibuat telah mampu memecahkan masalah.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan bagian dari kegiatan dalam proses kebijakan
Publik. Implementasi merupakan bagian terpenting karena menjalankan ide yang
sebelumnya telah ditetapkan sebagai analisis dari sebuah kebijakan. Pemerintah
mempunyai kemampuan melaksanakan kebijakan bagi kehidupan masyarakat.
Kemampuan dari pemerintah dapat dilihat berdasarkan seberapa banyak kebijakan

yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri.

Menurut Cleaves (dalam Wahab, 2008:187) yang secara tegas menyebutkan
bahwa implementasi itu mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan
dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan
implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara
nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah

dirancang sebelumnya.
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Van Meter dan Van Horn dalam Ekasari (2014) mengemukakan
Implementasi Kebijakan merupakan sebuah Tindakan yang dilakukan oleh individu
atau pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang akan diarahkan mampu untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijaksanaan.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik

Adapaun Model Implementasi Kebijakan Publik yang digunakan adalah
Model Implementasi Van Meter Van Horn Model implementasi kebijakan dari
Donald S.Van Meter dan Carl E.Va Horn (dalam Subarsono, 2005:95) menetapkan
beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja

kebijakan. Beberapa variabel tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan

Bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya akan
menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana
kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat
pencapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari
sebuah standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang
berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials) tidak

sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan.
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2. Sumber daya Keberhasilan Implementasi

kegiatan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya
yang tersedia. Manusia merupakan sumbedaya yang terpenting dalam menentukan
keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut
adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang
disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya
manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam
keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan (policy resources)
tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga
tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu

kebijakan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan
organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian suat kebijakan.
Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat ditentukan oleh
cirl yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan
konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut
pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen
pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah

menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.
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4. Komunikasi Antar Organisasi

Terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana Komunikasi dalam rangka
penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi
standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.
Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar
dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk
bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa
yang diharapkan darinya dan tahu apa yang sebenarnya dilakukan. Dalam suatu
organisasi publik, komunikasi merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses
pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke
organisasi lain, dan ke komunikator lain sering mengalami gangguan baik yang
disengaja atau tidak. Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat
ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan
konsisten (accuracy and consistency). Koordinasi merupakan mekanisme yang

ampuh dalam implementasi kebijakan.

5. Disposisi atau sikap pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat
menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini
sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil
formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang

mereka sarankan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat
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mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu

menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi
kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan
kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat
menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan karena itu,
upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang

kondusif

2.3 Gender

Kata gender diidentikkan dengan jenis kelamin dan dipahami sebagai
pemberian dari Tuhan yang bersifat kodrati. Secara etimologis kata gender berasal
dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (Echols dan Shadily, 1983). Gender
juga diartikan sebagai perbedaan nilai dan perilaku yang tampak antara laki-laki
dan perempuan (Neufeldt, 1984). Dari kedua literatur tersebut kata gender diartikan

sebagai perbedaan fisik dan perilaku.

Dalam Depertment of economic and social affairs sustainable development

ada 17 tujuan, yaitu :

1. No poverty

2. Zero hunger
16
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Good health and well being

Quality education

Gender equality

Clean water and sanitation

Affordable and clean energy

Degent work and economic growth
Industry, innovation and infrastructure
Reduced inequalities

Sustainable cities and communities
Responsible consumption and production
Climate action

Life below water

Life on land

Peace, justice and strong institutions

Partnerships for the goals

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) yang

menyebut pencirian manusia yang didasarkan pada faktor sosial budaya, bukan fisik

biologis.

1. Gender adalah suatu konsep yang merujuk pada suatu system peranan dan

hubungan antara lelaki dan perempuan yang tidak di temukan oleh

perbedaan biologis. Akan tetapi oleh lingkungan social-budaya, politik, dan

ekonomi.
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2. Gender mengacu pada perbedaan peran social serta tanggungjawab
perempuan dari lelaki pada perilaku dan karakteristik yang dipandang tepat
untuk perempuan dan lelaki dan pada pandangan tentang bagaimana

beragam kegiatan yang mereka lakukan seharusnya dinilai dan dihargai.

2.4 Pengarusutamaan Gender ( Gender Main streaming )

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender maka perlu dilakukan satu
strategi Pengarusutamaan Gender ( PUG ). Pengarusutamaan Gender adalah suatu
strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan
program yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara
seimbang mulai dari tahap penegakan hak-hak laki-laki dan perempuan untuk

mendapatkan kesempatan, pengakuan, dan penghargaan yang sama di masyarakat.

Pengarusutamaan Gender tidak hanya meliputi upaya mensosialisasikan
kesetaraan kepada sebuah Tindakan khusus untuk membantu perempuan, tetapi
juga mengarahkan secara umum kebijakan-kebijakan khusus apa saja yang dapat
menciptakan penghargaan terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain,

bagaimana kita mempraktekkan kebijakan kesetaraan tersebut secara sistematis.

Pengarusutamaan gender dilakukan secara rasional dan sistematis untuk
mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek
kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, negara), melalui kebijakan dan

program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
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perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan

pembangunan.

Pengarusutamaan Gender suatu strategi untuk mecapai kesetaraan dan
keadilan gender (KKG ) melalui kebijkan, program, kegiatan dengan
memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, manfaat dan permasalahan
perempuan dan laki-laki yang berbeda kedalam perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang
kehidupan dan pembangunan. Melalui PUG, pemerintah diharapkan dapat bekerja
lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan public yang adil

dan responsife gender untuk perempuan dan laki-laki.

Kebijakan dan pelayanan public serta program dan perundang-undangan
yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil. Tercapainya
keadilan dan kesetaraan gender (KKG) akan menghendaki bahwa laki-laki dan
perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses
pembangunan, akses yang sama terhadap pelayanan serta memiliki status sosial dan

ekonomi yang seimbang.

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang
kehidupan dan pembangunan, diperlukan strategi. Gender mainstreaming (GMS)
atau pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi yang dibangun

untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam kebijakan dan
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program pembangunan nasional untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan
dalam rangka menciptakan kesetaraan gender, mulai dari proses pengambilan
keputusan, perencanaan, penyusunan program, sampai dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi masing-masing, sehingga dapat mencapai hasil dan dampak kesetaraan

gender dalam pengelolaan dan pembangunan sektoral.

Untuk menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki
menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
penilaian kebijakan-kebijakan dalam program pembangunan dan upaya-upaya
untuk mencapai Keseteraan dan Keadilan Gender (KKG), maka Pemerintah
Indonesia melalui GBHN 1999 menyatakan bahwa Pengarusutamaan Gender
merupakan kebijakan nasional yang harus diemban oleh lembaga yang mampu

mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Akhirnya disepakati perlu adanya strategi yang tepat agar dapat menjangkau
ke seluruh instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan lain sebagainya. Strategi
tersebut dikenal dengan istilah “Gender Mainstreaming” (GMS) atau
“Pengarustutamaan Gender” (PUG). Strategi ini sangat penting sehingga
pemerintah memandang perlu mengeluarkan Inpres yang selanjutnya dikenal
dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum yang kuat untuk

melaksanakan PUG, khususnya bagi jajaran pemerintahan.

Melalui PUG ini, pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam

memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender untuk
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perempuan dan laki-laki. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan
perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat
yang adil bagi mereka. Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) menghendaki
bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta
dalam proses pembangunan, akses yang sama terhadap pelayanan serta memiliki

status sosial dan ekonomi yang seimbang.

Adapun pengertian Pengarusutamaan Gender ini menurut Inpres No. 9
Tahun 2000 adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan
dengan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
Kemudian menginstruksikan Kepada: - Menteri; - Kepala Lembaga Pemerintahan
Non Departemen; - Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara;
- Panglima Tentara Nasional Indonesia; - Kepala Kepolisian Republik Indonesia; -
Jaksa Agung Republik Indonesia; - Gubernur; - Bupati/ Walikota; Untuk:
PERTAMA Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi atas kebijakan
dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan
bidangtugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. KEDUA
Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini
sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. KETIGA Menteri
Pemberdayaan Perempuan: - Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan

lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan
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pengarusutamaan gender. - Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender
kepada Presiden. KEEMPAT Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai
dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing menetapkan
ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
KELIMA Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di

Jakarta Pada tanggal 19 Desember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dari pengertian dan isi instruksi di atas dapat disimpulkan bahwa PUG
sebagai suatu strategi untuk menciptakan kondisi kesetaraan dan keadilan gendr,
harus dapat dibuktikan bahwa aspek gender benar-benar tercermin dan terpadu
dalam 4 (empat) fungsi utama manajemen program setiap instansi, lembaga maupun

organisasi, yaitu:

a. Perencanaan: menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas bagi perempuan
dan laki-laki.

b. Pelaksanaan: memastikan bahwa strategi-strategi yang dijelaskan
mempunyai dampak, baik pada perempuan maupun laki-laki.

c. Pemantauan: mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program, dalam hal
partisipasi dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

d. Penilaian: memastikan bahwa status perempuan maupun laki-laki sudah

menjadi lebih baik sebagai hasil prakarsa tersebut.

Dalam panduan pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2000, disebutkan bahwa tujuan

PUG ini, antara lain: pertama, membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan
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dan program yang responsif gender; kedua, memberikan perhatian khusus kepada
kelompok-kelompok yang mengalami marjinalisasi, sebagai dampak dan bias
gender; dan ketiga, meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak, baik
pemerintah maupun non pemerintah, sehingga mau melakukan tindakan yang

sensitif gender di bidang masing-masing.

Sasaran utama dari PUG, seperti tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2000
adalah lembaga pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki. Sumber Daya
Manusia yang tersedia mulai dari tingkat pusat sampai dengan lini lapangan
berperan dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan, dan perencanaan

program mutlak harus mengarusutamakan gender dalam setiap langkahnya.

2.5 Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu ini mengarah pada penelitian sebelumnya untuk
mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data, yang digunakan
dalam pengolaan data, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu
dalam proses penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan untuk
mendapatkan gambaran dalam Menyusun kerangka berpikir dengan harapan hasil
penelitian dapat tersaji secara akurat dan mudah untuk dipahami. Hal ini dapat

dilihat dari tabel terdahulu dibawah ini.
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Tabel 2.1

Peneliti Terdahulu

NO | Nama Peneliti, judul dan tahun Hasil Penelitian

penelitian

1 Putri C. Marpaung, Kinerja Biro | Kinerja Biro Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan | Setdaprovsu sudah cukup baik dalam
Setdaprovsu  dalam  implemtasi | mengimplemtasikan ~ pengarusutamaan
pengarusutamaan gender di provinsi | gender di provsu walaupun masih banyak
sumatera utara (2008). yang masih tabu akan hal tersebut ,

berbeda dengan hasil penelitian yang saat
ini saya teliti bahwa tingkat pemahaman
mengenai  gender  tersebut  mulai
meningkat dari tahun 2008.

2 Wira  Ririrs  Swara  Purba, | Kinerja yang sudah dilakukan dinas ini
Implementasi Program Penguatan | sudah memiliki peningkatan walaupun
Kelembagaan Pengarusutamaan | belum signifikan dan dalam
gender dan anak melalui kelompok | melaksanakan program juga sudah cukup
kerja Pengarusutamaan Gender di | baik dikarenakan program dilakukan
kota Medan (2018) untuk meningkatkan kualitas hidup

perempuan dan meningkatkan pemenuhan
hak anak, sama halnya dengan penelitian
yang saat ini sedang saya teliti, tetapi
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masih kurang maksimal dalam capaian

program tersebut.

3 Radita  Paradila,  Impelemtasi | Impelemtasi pengarusutamaan gender
Kebijakan Pengarusutamaan | dalam komunikasi, sumberdaya,
Gender dalam  pembangunan | disposisi, struktur birokrasi sudah cukup
Daerah di Bidang Perencanaan Pada | baik dalam menjalankannya, tetapi ada
Pemerintah  Provinsi ~ Sumatera | hal-hal lain yang belum begitu maksimal
Utara (2021) sehingga mempengaruhi implementasi
PUG ini untuk dijalankan, sama halnya
seperti yang saya teliti, dalam segi
implementasi sudah cukup konsisten,
tetapi masih saja kurang maksimal seperti
penelitian pada tahun 2018 di tabel no 2,
juga sama dengan di tahun 2022, secara
pelaksanaan program sudah cukup baik
tetapi dampak dari capaian program yang

belum begitu terlihat.

2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Juliansyah (2011:252-252 ) Kerangka pemikiran adalah kerangka

pikir yang mengenai hubungan antar variable yang terlibat daalm penelitian atau
25
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hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti. Dalam
hal ini konsep merupakan suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan
menggeneralisasikan suatu pengertian. Oleh karena itu, konsep tidak dapat diamati
dan diukur secara langsung. Agar konsep ini dapat diamati dan diukur, maka konsep
tersebut harus dijabarkan terlebih dahulu menjadi saru variable-variable yang

tersusun.

Kerangka Pemikiran juga dapat diartikan sebagai hubungan antara satu
variable dengan variable lain yang disusun dari berbagai teori yang telah di
deskripsikan. Maka berdasarkan teori yang telah di deskripsikan tersebut,
selanjutnya akan dianalisis sehingga menghasilkan pemikiran baru tentang
hubungan antar variable yang sedang diteliti. Dalam Penelitan ini, penulis meneliti

<

mengenai “ Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara”, Adapun kerangka

pemikirannya sebagai berikut :
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Bagan 2.1 Gambar Kerangka Berpikir

Analisis PUG :
Ketidakadilan Gender

faktor-faktor yang
mempengaruhi Permasalahan yang

Implementasi menurut Van

Meter dan Van horn SO (ST adi

Impelemtasi
Pengarusutamaan
Proses Impelemetasi melalui Gender di Dinas
Program PUG. Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

27
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)19/9/22



Sekar Sion Napitupulu - Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan....

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian, lokasi dan waktu penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan wawancara, yang kemudian hasil
wawancara tersebut diolah menjadi data. Menurut Sugiyono (2015: 20) menyatakan
sebagai berikut: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi
obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian
adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara
purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan),
analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari pada generalisasi.

3.1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera utara. Beralamat di JL. Sultan Iskandar

Muda No. 272.

28
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)19/9/22



Sekar Sion Napitupulu - Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan....

Tabel 3.1
Waktu Penelitian
NO)| Uraian Desember | Januari Februari| Maret| April| Mei | Juni Juli | Agustus
Kegiatan 2021 2022 2022 2022 2022 2022| 2022 2022 2022

1. | Penyusunan

Proposal

2. | Seminar

Proposal

3. | Perbaikan

Proposal

4. | Pengambilan

Data/Peneliti

5. | Penyusunan

Skripsi

6. | Seminar

Hasil

7. | Perbaikan

Skripsi

8. | Sidang Meja

Hijau
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3. 2. Informan Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai, dalam arti
termasuk kepala, dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu. Sedangkan
untuk informannya, peneliti membagi atas 3 (Tiga) kelompok, yaitu informan
Kunci, informan Biasa dan informan Pendukung. Dalam metode penelitian

kualitatif, informan penelitian dibagi menjadi tiga diantaranya;

a. Informan Kunci

Informan Kunci adalah informan yang memiliki informasi secara
menyeluruh tentang permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Informan kunci
bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat
secara garis besar, juga memahami tentang informasi utama. Misalnya pada
unut sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi
tersebut. Jadi dalam penelitian ini informan kunci yang akan ditujukan kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera

Utara yaitu Ibu Hj. Nurlela, SH, M.AP

b. Informan Utama

Informan Utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail
tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Contohnya peneliti akan
memilih secara acak pegawai yang seluruh pegawai yang ada di Dinas

Pemberdayaan Perempuan provsu, tetapi lebih diprioritaskan kepada kepala
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bagian atau kepala sub bagian terlebih dahulu dan kemudian kepada jabatan
yang lebih rendahnya. Informan ini ditujukan kepada Kepala Bidang Kualitas
Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga yaitu Ibu Dra. Safiaddar Turis Miani,
M.AP, Kepala seksi Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan
bidang sosial, politik dan hukum yaitu Ibu Devita Mesayu, SH, M.Hum ,
Kemudian kepada kepala seksi kelembagaan pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan bidang ekonomi yaitu ibu Safita Rafli, SP .

c. Informan Pendukung

Informan Pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi
tambahan sebagai pelengkap dalam penelitian. Informan tambahan dapat
memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan kunci dan informan
umum. Informan pendukung ini akan penulis tujukan kepada LSM HAPSARI

yaitu ibu Leli Zailani.

3. 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Noor (2011:138) merupakan cara
pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan
dalam penelitian, karena hal ini bertujuan untuk mendapatkan data — data penelitian.
Pada teknik pengumpulan data, menggunakan multi sumber bukti yang mana
artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda — beda untuk
mendapatkan data dari sumber yang sama, tanpa mengetahui teknik pengumpulan
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data maka peneliti tidak akan mendapatkan data sebagaimana yang diharapkan

(Sugiyono 2011:101).

Adapun teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua di antara yang
terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Hadi dalam Sugiyono
(2011:145). Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara
langsung kondisi objek yang di teliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Proses observasi yang dilakukan melihat
pengimplementasian kebijakan PUG di Pemprovsu yang kemudian akan dirangkum
sebagai data primer pengamatan secara langsung melalui dokumentasi kamera dan

dokumen resmi.

b) Wawancara

Wawancara Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2011:231) merupakan
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara
adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui sesi pertanyaan yang diajukan
kepada narasumber baik secara formal maupun informal sesuai kebutuhan yang di
perlukan di lokasi penelitian. Bungin (2013:133) mengatakan bahwa wawancara

sering dianggap sebagai interview yang artinya adalah memperoleh informasi untuk
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tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (giude)

wawancara.

C) Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2011:241) merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan
harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.
Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-
lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa
gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan
data dengan menggunakan dokumen, catatan catatan, surat-surat, laporan, serta
sumber-sumber yang ada dilokasi tempat penelitian yang relevan dengan objek

penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, motede analisis data yang digunakan adalah Model

Miles dan Huberman.

a. Pengumpulan Data (Data Collection) merupakan tahapan untuk
menerima data dan informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara

observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.
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b. Reduksi Data (Data Reduction) merupakan tahapan untuk merakum,

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap reduksi
data ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

. Penyajian Data (Data Display) Dalam penelitian kualitatif, penjian data

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar
kategori, Flowchart dan sejenisnya.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion
Drawing/Verification) Tahap selanjutnya dalam analisi data kualitatif
menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi
apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian Kembali kelapangan

mengumpulkan data.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat

menjawab rumusalan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga

tidak, karena seperti telah di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah

penelitian berada dilapangan.
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BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi Pengarusutamaangender di dinas pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak ini, merupakan cara atau strategi yang dilakukan untuk
memperjuangankan kesetaraan gender, dilakukan untuk dapat menambah wawasan
masyarakat akan hal gender, sehingga melalui implementasi yang diberikan melalui
program atau kegiatan yang di lakukan di dinas tersebut berguna untuk mendapat
tujuan yang dicapai DPPPA dan juga masyarakat mendapat tambahan wawasan
sehingga meminimalkan ketabuan akan hal tersebut. Bukan hanya untuk apparat
pemerintah tetapi untuk kalangan masyarakat yang butuh akan hal tersebut.

Dikarenakan PPPA tersebut perpanjangantangan dari masyarakat biasa.

5.2 Saran
Adapun hal yang disarankan peneliti kepada dinas pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dalam pengarusutamaan gender yaitu

a. Standar dan sasaran kebijakan, Dalam merancangkan program
haruslah sudah direncanakan di tahun sebelumnya menuju tahun
yang akan datang, kemudian program yang dilakukan haruslah
memikirkan rancangan program jangka Panjang dan jangka pendek
sehingga setiap kegiatan yang diimplementasikan memiliki dampak
juga kedepannya ataupun memiliki makna.

b. Sumber daya untuk Para Pegawai, Dalam persoalan administratif

yang juga harus memiliki arsip dengan baik, baik itu fisik maupun
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media . seperti halnya: informasi kegiatan, dokumentasi kegiatan

ataupun rancangan program yang sudah di rancangkan.

c. Hubungan Antar Organisasi dalam pola komunikasi dengan

berbagai tamu yang hadir di PPA, baik itu LSM dan lainnya, agar

direspon dengan baik kemudian di beri instruksi dengan jelas dan

efesien.

d. Dilihat dari karakteristik agen pelaksana bahwa dalam

melaksanakan program agar seluruh pegawai dapat memaknai dan

berkolaborasi untuk setiap kegiatan apapun yang Dinas PPPA buat

sehingga dapat bekerja sama dan mencapai tujuan.

e. Kondisi Ekonomi, sosial dan politik. Hendaknya pemerintah, mulai

dari pemerintah pusat maupun daerah mempunyai komitmen yang

tinggi dalam pelaksanaan kegiatan, dan diharapkan dinas PPPA

mampu lebih berinovatif dalam melaksanakan program dan

mengkawalnya dengan benar.

e. Dispoisi Implementor, Seharusnya setiap ada kegiatan ini harus ada

dampak atau implementasi setelah itu kemudian seharusnya semua

pegawai yang didalam dinas pemberdayaan perempuan ini harus

mampu saling mensupport apa yang menjadi kegiatan yang

dilaksanakan di bidang manasaja, dikarenakan mereka satu kops

dari perwakilan perempuan diluar sana, apa yang menjadi

keresahan, kendala, kesulitan, dinas inilah menjadi perpanjang

tangannya dalm mewakili perempuan-perempuan diluar sana.
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LAMPIRAN
Lampiran I : Dokumentasi Penelitian
Wawancara Bersama di Ruangan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas

Keluarga
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Wawancara DI Ruangan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas keluarga
Bersama Kepala bidang Kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga
juga Bersama Kepala Seksi PUG dan PP bidang sosial, politik dan hukum

dan juga Bersama staf ahli dari Kepala seksi PUG dan PP .
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Bersama Ibu Devita Mesayu, SH, M.Hum sebagai Kepala Seksi PUG dan PP
Bidang sosial, politik dan hukum di Acara Focus Group Discussion (FGD) DI

Ruang rapat Pimpinan USU

Bersama ibu Leli Zailani sebagai LSM Hapsari
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Pintu Masuk Ke Dinas PPA Provinsi Sumatera Utara

Ruangan Receptionist di Dinas PPA Provinsi Sumatera Utara
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Ruangan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

Ruangan Bermain anak di PPA Provinsi Sumatera Utara
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Spanduk Peringatan
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Lampiran Wawancara
Daftar Pertanyaan Untuk Infroman

1. Apaitu PUG?

2. Apa yang menjadi Tugas dan Tanggung jawab dari PUG DI
DPPA ?

3. Kemana arah PUG dan bagaimana PUG tersebut?

4. Apakegiatan yang dilakukan DPPA dalam PUG ?

5. Bagaimana DPPA dalam mengimplemntasikan Kegiatan/
program tersebut?

6. Apa yang menjadi kendala DPPA dalam menjalankan kegiatan
tersebut?

7. Bagaimana anggaran dalam melakukan implementasi kegiatan di
DPPA?

8. Apayang menjadi harapan DPPA kedepannya?

9. Apa saja tugas dan tanggung jawab dari setiap bidang di DPPA ?

10. Bagaimana DPPA dalam komunikasi baik itu kepada atasan ke
bawahan atau sebaliknya ?

11. Bagaimana DPPA menjalin komunikasi kepada para LSM ?

12. Apa saja Implementasi DPPA dalam PUG di bidang sosial, politik
dan hukm ?

13. Apa saja Implementasi DPPA dalam PUG di bidang ekonomi ?

14. Bagaimana respon dari setiap LSM yang hadir di DPPA ?

15. Bagaimana pandangan LSM setiap ingin melakukan kegiatan

dengan PPA dan bagaimaan respon dari DPPA?
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16. Bagaimanana menurut LSM untuk Harapannya pada DPPA

kedepannya dalam mengimplementasikan di bidang PUG?

Lampiran II : Data Informan

1. Informan Kunci
Nama : Hj. Nurlela, SH, M.AP
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Provinsi Sumatera Utara
2. Informan Utama
Nama : Dra. Safiaddar Turis Miani, M.AP
NIP 196512311986032212
Jabatan : Kepala Bidang Hidup Perempuan dan Kualitas

Keluarga

Nama : Devita Mesayu, SH, M.Hum
NIP 197012132005022001
Jabatan : Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan

pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan

hukum.
Nama : Safita Rafli, SP
NIP 197802112010012001
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Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang
Ekonomi
3. Informan Pendukung
Nama : Leli Zailani
Dari : LSM HAPSARI

Usia : 52 tahun
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